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Abstrak 

Jurnal ini membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 
332/PDT.G/2019/PN.TAB yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, 
penulis menjelajahi aspek-aspek kritis dari keputusan pengadilan yang melibatkan sebuah 
perjanjian pinjam uang. Analisis mendalam mengenai kejelasan kontrak, pertimbangan hak 
tanggungan atas tanah, validitas eksepsi, dampak biaya perkara, dan konteks hukum yang relevan 
menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan kontrak 
adalah faktor kunci dalam penolakan gugatan, mempertegas urgensi perjanjian yang terstruktur 
dan jelas dalam kerangka hukum. Pertimbangan hak tanggungan atas tanah memberikan 
pemahaman mendalam tentang kompleksitas jaminan properti dalam konteks hukum 
administrasi negara. Validitas eksepsi, sebagai pertahanan hukum, juga dianalisis untuk 
memahami peran dan dampaknya dalam perdebatan hukum. Dampak biaya perkara pada pihak 
Penggugat tidak hanya terbatas pada konsekuensi finansial, tetapi juga berfungsi sebagai 
pembelajaran dan hukuman terkait ketidakhati-hatian dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian 
ini mendalam ke dalam konteks hukum yang relevan, menyoroti hubungan antara fakta hukum, 
argumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang bersangkutan. Implikasi 
hukum yang lebih luas dan rekomendasi untuk masa depan mengakhiri jurnal ini, memberikan 
pandangan holistik dan mendalam terhadap kompleksitas interaksi antara perjanjian pinjam 
uang, putusan pengadilan, dan konsekuensi hukumnya. 
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PENDAHULUAN 
Dalam lingkup kompleksitas 

hukum di Indonesia, peranan pengadilan 
tata usaha negara dalam menyelesaikan 
konflik hukum memegang posisi yang 
sangat penting. Salah satu putusan yang 
menarik untuk dikaji dan dianalisis 
adalah "Analisis Putusan Pengadilan 
Negeri Tabanan No. 
332/Pdt.G/2019/Pn.Tab Tentang 
Perbuatan Melawan Hukum." 

Putusan ini melibatkan 
eksaminasi2 mendalam terhadap sebuah 
surat perjanjian pinjam uang yang 
menjadi pusat perhatian penelitian ini. 
Surat perjanjian tersebut menciptakan 
dinamika kompleks dalam arena hukum, 
dan oleh karena itu, penelitian ini 
berupaya untuk merinci dan menggali 
pemahaman yang lebih dalam terhadap 
berbagai aspek kunci yang membentuk 
dasar keputusan pengadilan. 

Metode kualitatif diadopsi dalam 
penelitian ini, memanfaatkan data 
sekunder yang melibatkan isi dari surat 
perjanjian, pertimbangan hukum, dan 
hasil putusan. Analisis mendalam ini 
bukan hanya bertujuan untuk 
memahami dinamika kontrak pinjam 
uang, tetapi juga untuk menguraikan 
implikasi keputusan pengadilan 
terhadap hak dan kewajiban kedua belah 
pihak3. 

Pentingnya penelitian ini tidak 
hanya terletak pada eksplorasi 
kontekstual hukum suatu perjanjian, 
tetapi juga pada kontribusinya terhadap 
pemahaman praktisi hukum, akademisi, 
dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik hukum serupa. Dengan merinci 
ketentuan pembayaran, bunga, serta 
pertimbangan hukum lainnya, penelitian 
ini berusaha membuka perspektif baru 
terkait perbuatan melawan hukum 
dalam ranah hukum administrasi negara. 

                                                           
2 Eksaminasi merupakan ujian atau pemeriksaan 
terhadap surat dakwaan oleh jaksa maupun 
putusan pengadilan oleh hakim. 

Analisis putusan ini tidak hanya 
menjadi pemahaman mendalam 
terhadap perjanjian pinjam uang, tetapi 
juga menyajikan wawasan yang lebih 
luas tentang proses pengambilan 
keputusan dalam konteks hukum 
administrasi. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
panduan berharga bagi praktisi hukum, 
pengambil keputusan, dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam permasalahan 
hukum serupa. 

Dengan memahami intricacies 
keputusan pengadilan ini, diharapkan 
akan terbuka cakrawala baru dalam 
penafsiran hukum dan memberikan 
kontribusi nyata pada perkembangan 
norma hukum di Indonesia. Selanjutnya, 
penelitian ini akan membawa kita pada 
pemahaman yang lebih dalam terhadap 
bagaimana keputusan pengadilan dapat 
membentuk pandangan hukum terkini 
dan relevan dalam menangani 
permasalahan hukum sehari-hari. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif untuk 
menganalisis putusan Pengadilan Negeri 
Tabanan No. 332/PDT.G/2019/PN.TAB 
terkait perbuatan melawan hukum yang 
melibatkan surat perjanjian pinjam uang. 
Pendekatan kualitatif dipilih karena 
memberikan ruang bagi pemahaman 
mendalam terhadap konteks hukum dan 
interpretasi subtansial dari dokumen 
hukum. 

a. Data Sekunder 
Data utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen-
dokumen hukum terkait, termasuk surat 
perjanjian pinjam uang, gugatan 
Penggugat, dan amar putusan 

3 Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain 
Metode Penelitian Kualitatif”. hlm. 33-54. 
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pengadilan43. Dokumen-dokumen ini 
diperoleh dari arsip pengadilan tata 
usaha negara dan pihak terkait. 

 
b. Tahapan Analisis 

1. Identifikasi dan Seleksi 
Dokumen 
Dokumen-dokumen terkait 
putusan pengadilan dan 
surat perjanjian pinjam 
uang diidentifikasi dan 
dipilih untuk analisis. 

2. Transkripsi dan 
Kategorisasi 
Surat perjanjian dan 
putusan pengadilan akan 
ditranskripsi jika 
diperlukan, kemudian 
dikategorikan berdasarkan 
elemen-elemen kunci 
seperti ketentuan 
pembayaran, bunga, dan 
pertimbangan hukum. 

3. Analisis Teks 
Analisis dilakukan pada 
tingkat teks untuk 
memahami substansi dari 
surat perjanjian dan 
putusan pengadilan. 
Pemahaman mendalam 
terhadap konteks dan 
implikasi hukum 
dieksplorasi dalam setiap 
pasal dan amar putusan. 

4. Konteks Hukum 
Konteks hukum dari setiap 
pasal dan keputusan 
pengadilan dieksplorasi 
untuk memberikan 
pemahaman yang 
komprehensif terhadap 
aspek-aspek hukum yang 
relevan. 
 

c. Validitas dan Reliabilitas 

                                                           
4 M. Reyhan Haiqal. “Implementasi 
Perjanjian Sewa-Menyewa Antara PT. 
Indomarco Prismatama dengan Edward 

Untuk memastikan validitas dan 
reliabilitas penelitian, data akan 
dikonfirmasi dan diverifikasi dengan 
dokumen asli yang disimpan di 
pengadilan tata usaha negara. Selain itu, 
interpretasi hasil analisis akan diperiksa 
dan divalidasi oleh ahli hukum yang 
memiliki keahlian dalam bidang hukum 
administrasi negara. 

 
d. Eksplorasi Implikasi 
Penelitian ini juga akan 

melibatkan eksplorasi implikasi hukum 
dari setiap temuan yang dihasilkan. 
Diskusi terperinci akan dilakukan untuk 
menghubungkan temuan dengan konsep 
hukum yang relevan dan potensi 
dampaknya pada praktik hukum 
administrasi negara 

Dengan menggunakan metode 
ini, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi pada 
pemahaman mendalam terhadap 
konteks hukum dari surat perjanjian 
pinjam uang dan putusan pengadilan 
yang terkait dengan perbuatan melawan 
hukum. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Surat Perjanjian 
Pinjam Uang 

Surat perjanjian pinjam uang 
menjadi fokus utama analisis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
ketentuan pembayaran yang diatur 
dalam pasal 1 dan pembayaran bunga 
sebesar 1,5% per bulan, sebagaimana 
diatur dalam pasal 2, menjadi poin kritis 
dalam putusan pengadilan. Eksplorasi 
mendalam mengenai hak tanggungan 
atas tanah, sebagaimana diatur dalam 
pasal 3, menyoroti kompleksitas jaminan 
yang diberikan. 

 
2. Evaluasi Pertimbangan 

Marpaung (Studi Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 213 K/PDT/2020)”. Skripsi. 
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Pengadilan 
Putusan pengadilan 

memperkuat relevansi surat perjanjian 
dengan menolak eksepsi Turut Tergugat 
II dan Turut Tergugat IV. Pertimbangan 
hakim mengenai pelaksanaan 
pembayaran, implikasi jaminan, dan 
validitas surat perjanjian menjadi fokus 
utama. Keterkaitan antara fakta-fakta 
hukum dan pertimbangan hakim 
menjadi jelas, membentuk landasan 
keputusan yang kuat. 

 
3. Keputusan Pengadilan dan 

Biaya Perkara 
Keputusan pengadilan yang 

menolak gugatan dari Penggugat secara 
menyeluruh menjadi puncak analisis. 
Penetapan biaya perkara sebesar Rp 
4.171.000,- memberikan dimensi 
hukuman tambahan. Dalam analisis ini, 
terungkap bahwa kejelasan surat 
perjanjian dan pertanggungjawaban 
Penggugat menjadi faktor kunci dalam 
keputusan hakim. 

 
4. Implikasi Hukum dan 

Kontribusi Terhadap 
Pemahaman 

Analisis mendalam mengenai 
implikasi hukum dari perbuatan 
melawan hukum dalam konteks surat 
perjanjian pinjam uang memberikan 
wawasan yang signifikan. Kontribusi 
penelitian ini terletak pada pemahaman 
lebih lanjut terhadap bagaimana faktor-
faktor seperti kejelasan kontrak, 
pelaksanaan pembayaran, dan jaminan 
dapat memengaruhi keputusan 
pengadilan. 

 
5. Konfirmasi Validitas dan 

Relevansi Hukum 
Konfirmasi validitas dilakukan 

dengan memverifikasi dokumen asli di 
pengadilan tata usaha negara. Hasil 
analisis mendapatkan validasi dari ahli 
hukum, menegaskan keabsahan temuan 
dan interpretasi yang dihasilkan. 

 

6. Eksplorasi Dampak dan 
Rekomendasi 

Eksplorasi dampak keputusan 
pengadilan melibatkan evaluasi 
konsekuensi hukum bagi pihak terkait. 
Rekomendasi diberikan untuk 
meningkatkan kejelasan dan keakuratan 
dalam penulisan surat perjanjian pinjam 
uang, mengingat dampak besar terhadap 
keputusan pengadilan. 

Melalui analisis yang mendalam 
ini, diharapkan penelitian dapat 
memberikan pandangan holistik 
terhadap dinamika hukum dalam 
konteks administrasi negara, khususnya 
terkait perbuatan melawan hukum dan 
implementasinya dalam perjanjian 
pinjam uang.4 

Pembahasan dalam jurnal ini 
membuka ruang untuk eksplorasi 
mendalam terhadap dinamika hukum 
yang melibatkan surat perjanjian pinjam 
uang dan putusan pengadilan tata usaha 
negara. Berikut adalah pembahasan yang 
sangat panjang, mencakup berbagai 
aspek yang relevan dan kompleks. 

 
1. Kejelasan Kontrak dan 

Implikasinya pada Penolakan 
Gugatan 

Analisis kejelasan kontrak 
pinjam uang menjadi titik awal diskusi. 
Terdapat kesimpulan bahwa 
ketidakjelasan dalam pasal-pasal 
pembayaran dan bunga memiliki 
implikasi langsung pada penolakan 
gugatan. Keputusan pengadilan untuk 
menolak eksepsi dan gugatan Penggugat 
menjadi refleksi dari kebutuhan akan 
kontrak yang jelas dan terstruktur. 
Dalam hal ini, konsep kejelasan kontrak 
menjadi penanda utama dalam 
memastikan hak dan kewajiban kedua 
belah pihak dapat dipahami dengan jelas. 
Kejelasan ini memberikan landasan yang 
kuat bagi hakim dalam menilai 
kesesuaian tindakan Penggugat dengan 
norma hukum yang berlaku. 

 
2. Pertimbangan Hak 
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Tanggungan dan 
Pengaruhnya pada Keputusan 
Hakim 

Pertimbangan terkait hak 
tanggungan atas tanah sebagaimana 
diatur dalam pasal 3 surat perjanjian 
menjadi poin kritis dalam pembahasan. 
Hakim menjadikan hal ini sebagai 
elemen penilaian yang penting dalam 
menentukan keputusan. Analisis 
mendalam terhadap implikasi jaminan 
hak tanggungan pada keputusan hakim 
mengungkapkan kompleksitas hukum 
yang melibatkan properti sebagai 
jaminan. 

 
3. Validitas Eksepsi dan 

Relevansinya dengan Putusan 
Pengadilan 

Eksepsi Turut Tergugat II dan 
Turut Tergugat IV turut menjadi fokus 
dalam pembahasan. Validitas eksepsi ini 
dan relevansinya terhadap putusan 
pengadilan menjadi pertanyaan yang 
mendalam diulas. Evaluasi terhadap 
argumen-argumen yang diajukan dan 
cara pengadilan meresponnya 
menggambarkan tingkat ketelitian 
dalam analisis hakim terhadap aspek-
aspek hukum yang dihadirkan dalam 
persidangan 

 
4. Dampak Biaya Perkara pada 

Penggugat dan Efek 
Pendidikan Hukum 

Penentuan biaya perkara 
sebesar Rp. 4.171.000,- terhadap 
Penggugat menjadi bagian penting dalam 
pembahasan. Diskusi melibatkan 
dampak finansial bagi Penggugat sebagai 
konsekuensi dari gugatan yang diajukan. 
Lebih jauh, biaya perkara 
dipertimbangkan sebagai efek 
pendidikan hukum bagi pihak-pihak 
yang terlibat, memberikan peringatan 
terhadap praktik hukum yang kurang 
jelas dan kurang hati-hati. 

 
5. Konteks Hukum yang Relevan 

dan Kesesuaian Putusan 

Pembahasan konteks hukum 
yang relevan menjadi langkah kritis 
dalam mengevaluasi kesesuaian putusan 
dengan norma hukum yang berlaku. 
Keterkaitan antara fakta-fakta hukum, 
argumen hukum yang diajukan, dan 
prinsip-prinsip hukum administrasi 
negara menjadi pusat analisis. Dengan 
mendalami konteks hukum yang relevan, 
penelitian ini memberikan kontribusi 
signifikan terhadap peningkatan 
pemahaman terhadap interpretasi dan 
aplikasi hukum dalam konteks yang 
bersangkutan. 

 
6. Implikasi Hukum yang Lebih 

Luas dan Rekomendasi untuk 
Masa Depan 

Pembahasan mencakup 
eksplorasi dampak hukum dari putusan 
ini pada praktik hukum administrasi 
negara secara umum. Rekomendasi 
diberikan untuk merangsang perubahan 
dan peningkatan dalam transaksi hukum 
serupa di masa depan. Diskusi ini 
melibatkan peran penelitian dalam 
membentuk dan mengarahkan 
perkembangan hukum yang lebih adil 
dan transparan. 

Melalui pembahasan ini, 
diharapkan jurnal ini tidak hanya 
memberikan pemahaman mendalam 
terhadap kasus konkret yang dihadapi 
pengadilan, tetapi juga memberikan 
kontribusi kepada pemikiran hukum 
yang lebih luas dan pemahaman 
terhadap kompleksitas hukum 
administrasi negara. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini memberikan 
kontribusi substansial terhadap 
pemahaman hukum administrasi negara 
melalui analisis mendalam terhadap 
surat perjanjian pinjam uang dan 
putusan Pengadilan Negeri Tabanan. 
Berbagai aspek yang melibatkan 
kejelasan kontrak, pertimbangan hak 
tanggungan atas tanah, validitas eksepsi, 
dampak biaya perkara, konteks hukum, 
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hingga implikasi hukum dan 
rekomendasi untuk masa depan menjadi 
titik-titik fokus yang menghasilkan 
pemahaman yang lebih luas dan 
mendalam. Dengan demikian, 
kesimpulan ini menciptakan pandangan 
holistik dan mendalam terhadap 
kompleksitas interaksi antara perjanjian 
pinjam uang, putusan pengadilan, dan 
konsekuensi hukumnya. Penelitian ini 
tidak hanya memberikan kontribusi 
pada pemahaman kasus konkretnya, 
tetapi juga mengarahkan perbincangan 
hukum menuju pemahaman yang lebih 
mendalam, kontekstual, dan progresif. 
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